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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dari uraian yang telah di paparkan dapat diambil kesimpulan mengenai 

partisipasi pemilih pada pilpres 2019 di Kota Mataram. Adapun kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Jumlah Partisipasi Masyarakat Kota Mataram 

Dari 278.358 jumlah DPT yang di miliki KPUD Kota Mataram pada 

pilpres 2019, jumlah partisipasi masyarakat Kota Mataram sampai pada angka 

222.687 pemilih. Hasil ini dapat dilihat pada tabel 4.5 dimana dari masing-

masing kecamatan, kecamatan Ampenan memiliki tingkat partisipasi tertinggi 

berjumlah 49.134 pemilih dari 57.202 jumlah pemilih yang terdaftar di DPT. 

2. Model Partisipasi Pemilih di Kota Mataram 

Jika melihat pembagian model partisipasi pemilih antara partisipasi 

aktif dan partisipasi apatis, masyarakat Kota Mataram termasuk kedalam 

pemilih berpartisipasi aktif. Dimana dengan jumlah presentase dari tabel 4.7 

menyatakan bahwa tingkat partisipasi aktif pemilih di Kota Mataram 

mencapai 60%. Sedangkan untuk masyarakat berpartisipasi apatis hanya 

mencapai 40% dari jumlah 10 sampel atau narasumber yang telah di pilih 

dengan cermat agar relevan dengan struktur penelitian. 
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5.2 Saran 

 Pemilihan Umum pada dasarnya adalah urusan kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah, sangat diharapkan agar pemerintah dan partai politik dapat 

meningkatkan derajat kepercayaan masyarakat terhadap proses politik. Proses 

politik yang terjadi pada pilpres 2019 di Kota Mataram memiliki alasan tersendiri 

kenapa tingkat partisipasi masyarakat tidak sepenuhnya dapat ikut berpartisipasi 

secara aktif, bahkan tidak ingin berpartisipasi dikarenakan lelah dengan janji-janji 

politik dan program pemerintah yang tidak tepat sasaran. Masyarakat menilai 

proses pemilu hanya sebagai ajang perebut kekuasaan dan hanya mencedrai 

proses demokrasi, sehingga sebagian kecil masyarakat menilai tidak penting ikut 

berpartisipasi secara aktif dalam pilpres 2019. 

 Berikut adalah saran dari peneliti : 

1. masyarakat kota mataram, sangat penting untuk ikut berpartisipasi dalam 

penyelenggaran pemilu, agar hak-hak sebagai warga Negara dapat 

tersalurkan.  

2. Penyelenggara dan pelaku politik harusnya memberikan pendidikan politik 

yang baik untuk masyarakat kota mataram. Dimana dengan pendidikan 

politik yang baik, kesadaran politik masyarakat akan meningkat dan akan 

memperbaiki sistem demokrasi yang tidak sehat. Sangat di harapkan 

penyelengara tetap netral dengan posisinya, pelaku politik tetap sehat dalam 

melakukan kampanye dan pembentukan strategi lainnya untuk memenagkan 

kandidat masing-masing agar pelaksanaan pesta demokrasi dalam hal ini 

pemilu Presiden dan Wakil Presiden tetap memiliki partisipasi aktif 

masyarakat yang tetap tinggi. Harapan kita untuk kedepan, semua element 
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yang tergabung dalam Negara bisa saling merangkul dan saling 

mempercayai untuk demokrasi yang telah kita sepakati.  
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